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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16F ayat (3) Peraturan Bersama 

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07 /2010 dan 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 127 /PMK.07 /2012 dan Nomor 53 Tahun 2012, telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.05/2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan 
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui 
Pemotongan Dana Bagi Hasil. 
  

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN 5049); Per Bersama 

Menkeu dan Mendagri No. 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012; Per 
Bersama Menkeu dan Mendagri No. 15/PMK.07/2014 dan No. 10 Tahun 2014. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 
terdiri atas: 
a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan 
Wajib Pajak yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah 
Daerah paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan yang 
tertuang dalam Berita Acara Serah Terima; dan 
b. pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 berdasarkan atas keputusan 
keberatan, putusan banding, atau putusan penmJauan kembali terhadap 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sampai dengan tanggal 31 
Desember sebelum Tahun Pengalihan. 
dengan besaran pengembalian lebih. dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah). 
Dalam hal PBB-P2 telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah, jangka waktu 
sejak tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan sampai dengan tanggal ditetapkannya 
Peraturan Menteri ini tidak diperhitungkan dalam penentuan jangka waktu 
penyelesaian pelayanan PBB-P2, gugatan, banding, dan/ atau peninjauan 
kembali PBB-P2. 
 
 
 
 



 
CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian 
Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016 dan diundangkan 

pada tanggal 1 April 2016. 
  - Lampiran : 14 Halaman 
 


